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BUPATI MAROS,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 242 ayat (1), Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah
disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 oleh Pemerintah Daerah dijadikan
pedoman agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas




10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Afas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286});

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106,Tambahan ULembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 200 tenan Pedoman Peneloaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007
Nomor 1j;

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Maros Tahun 2017  Nomor 10};

Keputusan QGubernur Sulawesi Selatan Nomor
1328/VII/TAHUN 2019 Tanggal 26 Juli 2019 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros




tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Maros
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan

BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN
ANGGARAN 2020

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

b

10.

Daerah adalah Kabupaten Maros

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Maros.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.

Perangkat Daerah Kabupaten Maros adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah dalam urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Maros.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program
dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penvusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggran oleh pengguna anggaran.




11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya Disingkat PAD adalah
Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

12. Dana perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

13. Dana Alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah
dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom
{(propinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana

pembangunan.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK, adalah alokasi dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada

{(propinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan Daerah dan
sesuai dengan proritas Nasional.

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintintahan
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemsyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat.

16. Selisih lebih Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA
{dengan huruf i kecil) adalah sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 2
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri atas Anggaran Pendapatan
Daerah, Anggaran  Belanja Daerah  dan Pembiayaan Daerah yang
ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros.

Pasal 3
Besaran Rancangan APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 begjumilah Rp.1.556.225.141.871,00
dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp. 1.553.225.141.871,00

b. Belanja Daerah Rp. 1.556.225.141.871,00

Surplug/(Defisit) Rp. {23.000.0000.000,00}
c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 29.062.275.033,00

2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 6.062.275.033,00

Jumlah Pembiayaan netto Rp. 23.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00

Tahun Berkenanaan (SiLPA)




(1)

(4)

Pasal 4
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 311.275.814.871,00

b. Dana Perimbangan Rp. 987.802.524.000,00

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 234.146.803.000,00
Yang Sah

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(l}huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah Rp. 154.705.000.000,00

b. Retribusi Daerah Rp. 23.322.000.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 13.107.062.871,00
Yang Dipisahkan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  Rp. 120.141.752.000,00
yang sah

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp. 19.640.056.000,00

b. Dana Alckasi Umum Rp. 747.085.747.000,00
c. Dana Alokasi Khusus Rp. 221.076.721.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah Rp 47.018.800.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. 56.804.453.000,00

¢. Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp. 123.023.550.000,00
Khusus

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 7.300.000.000,00

atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pasal 5
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri
dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 854.501.214.242,00
b. Belanja Langsung Rp. 701.723.927.629,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf a

terdiri dari jenis Belanja :
a. Belanja Pegawai Rp. 608.597.050.942,00

b. Belanja Bunga Rp. 0,00
c. Belanja Hibah Rp. 59.352.600.000,00




d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.000.000.000,00

€. Belanja  Bantuan  Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota  dan
Pemerintahan Desa Rp. 183.551.563.300,00

f. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b terdiri
dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 1.628.050.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 327.828.079.464,00

¢. Belanja Modal Rp. 372.267.789.165,00
Pasal 6

{1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
angka 1 terdiri dari jenis Penerimaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 29.062.275.033,00
b. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00
c. Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢
angka 2 terdiri dari jenis Pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (investasi} Rp. 2.000.000.000,00

b. Pembayaran Utang Rp. 4.062.275.033,00
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran [ Ringkasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020;

2. Lampiran I1 Ringkasan APBD Perubahan menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

3. Lampiran [II  Rincian APBD Perubahan menurut urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasti SKPD Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

4, Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.




Pasal 8
menetapkan Racangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan
pelaksanaan.

Bupati

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Padg-fanggal 20 Desember 2019

Diundangkan di Maros

pada tanggal 20 Desember 2019
Pj.SEKRETARIS DAERAH,

ANDI DAVIED SYAMSUDDIN,S.STP,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19780924 199612 1 001

LEMBAR DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 NOMOR : 12 »

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN:
B.HM.HAM.12.244.19 TAHUN 2019




